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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : 128/KMp/SK/VIII/2014

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
MABKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DI BAWAHNYA

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

o

bahwa besaran tunjangan kinerja Pegawai Negeri di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sesuai
pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 diatur lebih lanjut
oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepegawaian Negara;

bahwa tunjangan kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang diatur pada
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
070 / KMA / SK/V /2008 perlu disesuaikan; '

bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang
peradilan dan untuk mendukung uvpaya peningkatan kinerja bagi
Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya, perlu penyesuaian tunjangan kinerja;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu
mengatur funjangan kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4359), sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undal_lg Nomor 3
Tahun 2009 tentaﬁg Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958); |

. Undang-Undang Nomor 2 Talun 1986 tentanig Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 (Lembaran Negara‘ Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Sj;

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Neégara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3344),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara -Republik Indonesia Nomor 4380,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49,

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomér '3400)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
(Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Ne;gara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5078);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repl_lblik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001

Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus |
Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaﬁat
Mahkamah Agung RI;

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI.

Surat  Menteri Keuvangan Republik Indonesia Nomor
SR-480/MK.02/2014 tanggal 11 Juni 2014, hal Persetujuan Penyesuaian
Tunjangan Khusus bagi Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2991/M.PAN-RB/8/2014 tanggal
7 Agustus 2014, hal Tindak Lanjut Usulan Penyesuaian Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri Di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan: '

1.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah mcfﬁenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian.

2. Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada di Bawahnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota
Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik

Indonesia.

: Kepada scluruh Pegawai Negeri dan calon Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Mabkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di-
bawahnya yang pada saat berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan

. perundang-undangan, diberikan tunjangan khusus kinerja setiap bulan.

- 1. Beésarnya tunjangan kinerja Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan
Mahkamah Agung ini.
2. Besaran tunjangan kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

dibayarkan sebesar 80% tunjangan kinerja.

: Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung ini, diberikan terhitung mulai taﬁgga.l 1 Juli 2014,

: Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 Surat Keputusan Mahkamah Agung ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang

bersangkutan,

: Tunjangan Kinerja scbagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini tidak diberikan kepada :

a. Pegawai Negeri yang nyata-nyata tidak *© mempunyai
tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya, karena diberhentikan atau
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diberhentikan dalam proses banding ke Badan Pertimbangan

Kepegawaian;
b. Pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan/instansi lain;

c. Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti besar atan cuti diluar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa

persiapan pensiun; .

: Pada saat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku maka

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
070/ KMA / SK /V /2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

1 Juli 2014.

SALINAN Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini disampaikan
kepada:

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI

Menteri Keunangan RI

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI
Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI
Para Pcjabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI
Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor :128/KMA/SK/VIIIL/201.4
Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNY A
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32.865.000 |

Selcretaris MA
Panitera MA (non Hakim) ]
e {Rp  31.605.000 Med 1A Kepala Badan Urusan Administrasi
I Dirjen Badilum
— _ Dirjen Badilag
e i Dirjen Badimiltun
Kepala Badan Pengawasan
—eee Kepala Balitbang Diklat Kumdil
Rp  30.345.000 Min
26 Rp.  29.085.000 Max
o Rp_ 27.970.000 |  Med
Rp  26.854.000 Min
.25 | Rp  25.739.000 Max _
. Rp 24,752,000 Med
Rp __ 23.765.000 Min
24 | Rp 22.778.000 Max Sekretaris Kepaniteraan MA .

Kepala Biro Perencanaan & Organisasi BUA

Kepala Biro Keuangan BUA

Kepala Biro Perlengkapan BUA

Kepala Biro Hukum dan Humas BUA

Kepala Biro Kepegawaian BUA

_|Pirektur Binganis Peradilan Umum

Sekretaris Ditjen Badilum

Direktur Pembinaan Adm Peradilan Umum

Direltur Binganis Peradilan Agama

Sekretaris Ditjen Badilag i

Direltur Pembinaan Adm Peradilan Agama Ditjen Badllag

i _S_le etaris Dl__t_]gp_Badlmlltun )

Sekretaris Badan Pengawasan

Kapusdiklat Teknis Peradilan

Sekr. Ka. Balitbang Diklat Kumdil

Kapusdiklat Menpim

Direktur Binganis Adm. Militer Ditjen Badimiltun

Direktur Binganis Peradilan TUN Ditjen Badimiltun

Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan __

Inspektur Wilayaii LI Badan Pengawasan

Inspektur Wilayah III Bad_dn Pengawasan

Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 128/KMA/SK/VITI/2014
Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNY A

R 2| YRR %gﬂ" Mgm
) ot it
q ".-‘,

1: ] ‘i“

T

o] 1 ik "12
RS a ‘;. 4!%1{1 Hi

- 0 i "1 ii:?mﬁ% ‘ u-.gé:'ﬁ;i e "mF ; 7
Rp 20 809.000 Med

Kepala Biro Umum BUA

Kepala Biro Sekretariat Pimpinan BUA

Kapuslitbang Kumdil

Direktur Pratalak Perkara Perdata Ditjen Badilum
Direktur Pratalak Perkara Pidana Ditjen Badilum
Direktur Pratalak Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag
Direktur Pratalak Perkara Pidmil Ditjen Badimiltun '
Direktur Pratalak Perkara TUN Ditjen Badimiltun

Rp  18.839.000 Min ITA

23 Rp  16.870.000 Max
Rp . 16.224.000 Med
Rp  15.577.000 Min
22 Rp  14.931.000 Max
Rp  14.359.000 Med
Rp  13.788.000 Min
21 Rp  13.216.000 Max 111 Kabag Perencanaan & Kepegawaian Kepaniteraan
Kabag KKenangan Kepaniteraan

Kabag Rencana & Program BUA

Kabag Rencana & Penyusunan Anggaran BUA

Kabag Bimbingan & Monitoring Biro Perencanaan BUA
Kabag Organisasi & Tatalaksana BUA

Kabag Evaluasi & Pelaporan BUA

Kabag Aluntasi BUA

Kabag Pelaksanaan Anggaran BUA

|Kabag Verifikasi & TGR BUA

Kabag Perbendaharaan BUA

Kabag PNBP? BUA

Kabag Inventarisasi Kekayaan Negara BUA

Kabag Mutasi I BUA

Kabag Mutasi Il BUA

Kabag Perencanaan & Keuangan Ditjen Badilum
Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilum

___[Kasubdit Mutasi Panitera & Jurusita Ditjen Badilum
Kabag Perencanaan & Anggaran Ditjen Badilag

Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilag

Kasubdit Mutasi Panitera & Jurusita Ditjen Badilag

Kabag Perencanaan & Keuangan Badan Pengawasan

Kabag Perencanaan & Keuangan Ditjen Badimiltun

Kabag Perencanaan & Kepegawaian Balitbang Diklat Kumdil
Kabid. Program & Evaluasi {Pusdiklat Teknis Peradilan)
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 128/KMA/SK/VITI/2014
Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

Kabld Penyelenggal aan Dtklat Balltbang Diklat Kumdil
Kabid, Prog. & Evaluasi Diklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil
Kabid, Penyelenggaraan Diklat Menpim Balitbang Dikiat Kumdil

Rp  12.707.000 Med 111 Kabag Tatalaksana Pengadaan Brng I BUA

KKabag Tatalaksana Pengadaan Brng I1 BUA

Kabag Bimbingan & Monitoring Biro Perlengkapan BUA
Kabag Peraturan Perundang-undangan BUA

Kabag Hubungan Antar Lembaga BUA

Kabag Perpustakaan & Layanan Informasi BUA

Kabag Pemeliharaan Sarana & Informatika BUA

Kabag Pengemb. Sistem Informatika BUA

Kabag Umum Kepegawaian BUA

Kabag Adm. Jabatan Fungsional BUA

Kabap Keamanan BUA

Kabag Urusan Dalam BUA

Kabag Tata Usaha BUA

Kabag Adm. Penghapusan BUA

Kabag Rumah Tangpga BUA

Kabag Organisasi & Tatalaksana Ditjen Badilum
Kasubdit Pengemnb. Tenaga Teknis Peradilan Ditjen Badilum
Kasubdit Data & Evaluasi Ditjen Badilum

Kasubdit Tata Kelola Ditjen Badilum

Kasubdit Bimbingan & Monitoring Ditjen Badilum
Kasubdit Kasasi Perdata Ditjen Badilum

Kasubdit PK Perdata Ditjen Badilum

|Kasubdit Kasasi PK. Perdata Khusus Ditjen Badilum
Kasubdit Kasasi PK. Pidana Umum Ditjen Badilum
Kasubdit Kasasi Pidana Khusus Ditjen Badilum

Kasubdit PK & Grasi Ditjen Badilum

Kabag Organisasi & Tatalaksana Ditjen Badilag

Kasubdit Pengemb. Tenaga Teknis Peradilan D1tjen Badllag
Kasubdit Data & Evaluasi Ditjen Badilag ;
Kasubdit Tata Kelola Ditjen Badilag

Kasubdit Bimbingan & Monitoring Ditjen Badilag
Kasubdit Statistik & Dokumentasi Ditjen Badilag
Kasubdit Kasasi Perdata Agama Ditjen Badilag

Kabag Organisasi & Tatalaksana Ditjen Badimiltun
Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Peradlan TUN Ditjen
Kasubdit Pembinaan Adm. Dilmil Ditjen Badimiltun
Kasubdit Kasasi TUN Ditjen Badimiltun

Kasubdit HUM & Sengketa Pajak Ditjen Badimiltun
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 128/RMA/SK/VITI/2014
Tanggal : 8 agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
' DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
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Kasubdit Pembinaan

Kabag Organisasi & Tatalaksana Badan Pengawasan

Kabag Keuangan Balitbang Diklat Kumdil

Kabid. Publikasi & Kerjasama Balitbang Diklat Kumdil

Kabid. Program & Bvaluasi (Puslitbang Kumdil) Balitbang Diklat

Rp

12.199.000

Min

Kabag Umum Kepaniteraan Kepaniteraan

Kabag Pemberhentian & Pensiun BUA

Kabag Bina Sikap Mental BUA.

Kabag Kesekretariatan Pimp. A BUA

Kabag Kesekretariatan Pimp. B BUA

Kabag Kesekretariatan Pimp. C BUA

Kabag Kesekretariatan Pimp. D BUA

Kabag Kesekretariatan Pimp. E BUA

Kabag Kepegawaian Ditjen Badilum

Kabag Umum Ditjen Badilum

Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Ditjen Badilum

Kabag Kepegawaian Ditjen Badilag

Kabag Umum Ditjen Badilag

Kasubdit PK Perdata Agama Ditjen Badilag

Kasubdit Syari'ah Ditjen Badilag

Kabag Kepegawaian Ditjen Badimiltun

Kabag Umum Ditjen Badimiltun —

Kasubdit PK TUN Ditjen Badimiltun

Kasubdit PK & Grasi Pidmil Ditjen Badimiltun

|Kasubdit Kasasi Pidana & Militer Ditjen Badimiltun

Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Dilmil Ditjen Badimiltun

Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan TUN Ditjen

Kabag Kepegawaian Badan Pengawasan

Kabag Umum Badan Pengawasan

Kabag Umum Balitbang Diklat Kumdil

20

Rp

11.690.000

Max

Rp

11.055.000

Med

Rp

10.420.000

Min

19

Rp

9.569.000

Max

Rp

9.266.000

Med

Rp

8.962.000

Min

18

8.659.000

Max

IVA

Koordinator Registrasi Kasasi Perdata Kepaniteraan

Koordinator PK. Perdata Kepaniteraan

Koordinator Kasasi Pidana Umum Kepaniteraan
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 128/KMA/SK/VIIL/2014
Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
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Kasubbag Perencanaan Kepaniteraan

Kasubbag Anggaran & Perbendaharaan Kepaniteraan
Kasubbag Rencana Program I BUA

Kasubbag Rencana Program I1 BUA

Kasubbag Data BUA

Kasubbag Rencana Anggaran I BUA

Kasubbag Rencana Anggaran Il BUA

Kasubbag Analisa Anggaran BUA

Kasubbag Bimon Penyelenggaraan Program BUA
Kasubbag Bimon Penganggaran BUA

Kasubbag Organisasi BUA

Kasubbag Tatalaksana BUA

Kasubbag Akuntabilitas BUA

Kasubbag Evaluasi BUA

Kasubbag Pelaporan BUA

Kasubbag Akuntansi IA BUA

Kasubbag Akuntansi IB BUA

Kasubbag Akuntansi Il BUA

Kasubbag Pelaksanaan Anggaran JA BUA

Kasubbag Pelaksanaan Anggaran IB BUA

Kasubbag Pelaksanaan Anggaran Il BUA

Kasubbag Verifikasi & Ganti Rugi IA BUA

Kasubbag Verifikasi & Ganti Rugi IB BUA

Kasubbag Verifikasi & Ganti Rugi Il BUA

Kasubbag Penilaian Perbendaharaan BUA

Kasubbag Pembayaran Gaji BUA

Kasubbag PNBP Peradilan A BUA

Kasubbag PNBP Peradilan B BUA

Kasubbag PNBP Peradilan C BUA

Kasubbag Pembukuan & Neraca BUA

Kasubbag Statistik & Pelaporan BUA

Kasubbag Standarisasi & Penilaian BUA

Kasubbag Data & Layanan Informasi BUA

Kasubbag Peny. Rencana & Program TI BUA

Kasubbag Pemeliharaan Sist. Jaringan Informatika BUA
Kasubbag Pemeliharaan Perangkat Keras Informatika BUA
Kasubbag Perencanaan Program dan Peny Anggaran Ditjen Badilum
Kasubbag Anggaran & Perbendaharaan Ditjen Badilum
Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Ditjen Badilum
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 128/RMA/SK/VITT/2014
Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)

DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Pidana Umum Ditjen Badilum

Kasi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Ditjen Badilum

Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Pidsus Ditjen Badilum

Kasi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Pidsus Ditjen Badilum

Kasubbag Perenc. Prog & Peny. Anggaran Ditjen Badilag

Kasi Penelaahan Kasasi Ditjen Badilag

Kasubbag Anggaran Perbendaharaan Ditjen Badilag

Kasubbag Pernc. Prog. & Peny. Anggaran Ditjen Badimiltun

Kasubbag Anggaran & Perbendaharaan Ditjen Badimiltun

Kasubbag Perenc. Prog. & Peny. Anggaran Badan Pengawasan

Kasubbag Anggaran & Perbendaharaan Badan Pengawasan

Kasubbag Pengajaran Balitbang Diklat Kumdil

Kasubbag Perencanaan Balitbang Diklat Kumdil

Kasubbag Anggaran & Perbendaharaan Balitbang Diklat Kumdil

Kasubbag Akuntansi & Pelaporan Balitbang Diklat Kumdil

Rp

8.327.000

Med

Kasubbag Perlengkapan Kepaniteraan

IV A

Koordinator Kepailitan & PKPU Kepaniteraan

Koordinator Grasi & PK Pidana Umum Kepaniteraan

Koordinator Grasi & PK Pidana Khusus Kepaniteraan

Koordinator Kasasi Perdata Agama/Umum Kepaniteraan

Koordinator Tata Usaha TUN Kepaniteraan

Koordinator Kasasi & PK. TUN Kepaniteraan

Kasubbag Akuntansi & Pelaporan Kepaniteraan

Koordinator Pajak TUN Kepaniteraan

Koordinator HUM TUN Kepaniteraan

Koordinator Komputer (Sek Pan) Kepaniteraan

Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaaan Brng I BUA

Kasubbag Analisa Standarisasi Pengadaan Brng I BUA

Kasubbag Analisa Evaluasi Pengadaan Brng I BUA

Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaan Brng I BUA .

Kasubbag Analisa Standarisasi Pengadaan Bmg Il BUA

Kasubbag Analisa Evaluasi Pengadaan Brng II BUA

Kasubbag Pendataan BUA

Kasubbag Adm. Perubahan Status Perlengkapan BUA

Kasubbag Bimbingan Monitoring A BUA

|Kasubbag Bimbingan Monitoring B BUA

Kasubbag Bimbingan Monitoring C BUA
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Perundan

Kasubbag Sistem Jaringan Dok. Hukum BUA

Kasubbag Adm. Kebijakan MA BUA

Kasubbag Hubungan Antar Lembaga BUA

Kasubbag Humas & Profesi BUA

|Kasubbag Perpustakaan BUA

Kasubbag Penerbitan BUA

Kasubbag Pengembangan Pegéwai BUA

Kasubbag Data Pegawai BUA

Kasubbag Mutasi Pegawai IA BUA

Kasubbag Mutasi Pegawai IB BUA

Kasubbag Tata Naskah Mutasi ] BUA

Kasubbag Tata Naskah Mutasi BUA

Kasubbag Mutasi Pegawai [I A BUA

Kasubbag Mutasi Pegawai Il B BUA

Kasubbag Sertifikasi & Angka Kredit BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Umum) BUA

Kasubbag Kesekr, Sekma BUA

Kasubbag Kesekr. Badan Urusan Administrasi BUA

Kasubbag Persuratan BUA

Kasubbag Penggandaaan & Percetakan BUA

Kasubbag Pemeliharaan & Perawatan BUA

Kasubbag Keamanan Pimpinan BUA

Kasubbag Protokol & Akomodasi BUA

Kasubbag Pengangkutan & Perjalanan Dinas BUA

Kasubbag Kearsipan & Dokumentasi BUA

Kasubbag Kesekretariatan KKetua MA BUA

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Perdata BUA

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Perdata Niaga BUA

Kasubbag Kesekr. Waka MA Bid. Yudisial BUA

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Pidana BUA

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Pidana Khusus BUA

Kasubbag Kesekr. Waka MA Bid. Non Yudisial BUA

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda TUN BUA

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Pidana Militer BUA

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Pengawasan BUA

Kasubbag Kesekr, Ketua Muda Agama BUA

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Pembinaan BUA

_{Kasubbag Akuntansi Ditjen Badilum

‘ Kasubbag Kelembagaan & Pelaporan Ditjen Badilum
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Kasubbag Ketatalaksanaan Ditjen Badilum

Kasi Adm. Berkas Perkara Kasasi Ditjen Badilum
Kasi Penelaahan Berkas Perkara PK Ditjen Badilum
Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi & PK Ditjen Badilum
Kasi Adm. Penelaahan Berkas Perlcara Kasasi & PK Ditjen Badilum
Kasi Adm. Berkas Perkara Kasasi & Tahanan Ditjen Badilum
Kasi Adm. Perkara Kasasi & Tahanan Pidsus Ditjen Badilum
Kasi Mutasi I (Hakim) Ditjen Badilum
Kasi Mutasi II (Hakim) Ditjen Badilum
Kasi Data & Informasi Tenaga Teknis Peradilan Ditjen Badilum
Kasi Evaluasi & Pelaporan Ditjen Badilum
Kasi Mutasi I (Panitera & Jurusita) Ditjen Badilum
Kasi Mutasi II (Panitera & Jurusita) Ditjen Badilum
Kasubbag TU (Sekr. Ditjen Badilum) Ditjen Badilum
Kasubbag Akuntansi Ditjen Badilag
Kasubbag Kelembagaan & Pelaporan Ditjen Badilag
Kasubbag Ketatalaksanaan Ditjen Badilag :
Kasi Data & Informasi Tenaga Teknis Peradilan Ditjen Badilag
Kasi Evaluasi & Pelaporan Ditjen Badilag
Kasi Adm. Kasasi Perdata Agama Ditjen Badilag
Kasubbag TU (Sekr. Ditjen Badilag) Ditjen Badilag
Kasi Mutasi I (Hakim) Ditjen Badilag
Kasi Mutasi II (Hakim) Ditjen Badilag
Kasi Mutasi T (Panitera & Jurusita) Ditjen Badilag
Kasi Mutasi II (Panitera & Jurusita) Ditjen Badilag
Kasubbag Perlengakapan Ditjen Badilag
Kasubbag Perlengkapan Ditjen Badimiltun
Kasi Evaluasi & Rasionalisasi (Dilmil) Ditjen Badimiltun
Kasi Peningkatan Mutu Hakim (Dilmil) Ditjen Badimiltun
Kasi Peningkatan Mutu Panitera (Dilmil) Ditjen Badimiltun
Kasi Tata Kelola (Dilmil) Ditjen Badimiltun ‘
Kasi Bimbingan & Monitoring (Dilmil) Ditjen Badimiltun
Kasi Statistik & Dokumentasi (Dilmil) Ditjen Badimiltun
Kasi Peningkatan Mutu Hakim (TUN) Ditjen Badimiltun
Kasi Peningkatan Mutu Panitera (TUN) Ditjen Badimiltun
Kasi Evaluasi & Rasionalisasi (TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Tata Kelola (TUN) Ditjen Badimiltun
Kasi Bimbingan & Monitoring (TUN) Ditjen Badimiltun
Kasi Statistik & Dokumentasi (TUN) Ditjen Badimiltun
Kasubbag Akuntansi Ditjen Badimiltun

i e
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IKasubbag Kelembagaan & Pelapomn Ditjen Badimiltun
Kasubbag Ketatalaksanaan Ditjen Badimiltun
Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Pidana & TU Militer Ditjen

Badimiltun
Kasi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Ditjen Badimiltun

Kasi Adm. Berkas Perkara Kasasi Pidana & TUN Ditjen Badimiltun
Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi {TUN) Ditjen Badimiltun
Kasi Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi (TUN) Ditjen Badimiltun
Kasi Adm. Berkas Perkara Kasasi (TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Penelaahan Berkas Perkara HUM & Sengketa Pajak Ditjen Badimiltun

Kasi Adm. Berkas Perkara HUM & Sengketa Pajak Ditjen Badimiltun
Kasi Adm Berkas Perkara Kasasi Pid & TU Militer Ditjen Badimiltun
Kasi PK Pidana Militer Ditjen Badimiltun
Kasi Grasi Pidana Militer Ditjen Badimiltun
Kasi Adm Berkas Perkara PK dan Grasi Militer Ditjen Badimiltun
Kasi Adm Berkas Perkara PK. TUN Di{jen Badimiltun
Kasi Penelahaan HUM Ditjen Badimiltun

- - Tror DIt —
Kasubbag Perlengkapan Badan Pengawasan -
Kasubbag Akuntansi Badan Pengawasan
Kasubbag Kelembagaan & Pelaporan Badan Pengawasan
Kasubbag Ketatalaksanaan Badan Pengawasan
Kasubbag TU Badan Pengawasan
Kasubid Prog. & Kerjasama (Pusdiklat Teknis Peradilan) Balitbang Diklat

Kumdil .
Kasubid Evaluasi & Pelaporan ( Pusdiklat Teknis Peradilan) Balitbang

Diklat Kumdil
Kasubbag Fasilitas Diklat ( Pusdiklat Teknis Peradilan) Balitbang Dildlat

Kumdil

Kasubbag Perlengkapan Balitbang Diklat Kumdil
Kasubid Program (Puslitbang Kumdil)

Kasubbag TU (Sekr. Balitbang Diklat Kumdil)
Kasubid Program & Kerjasama (Pusdiklat Menpim)
—_|Kasubid Evaluasi & Pelaporan (Pusdiklat Menpim)
Kasubid Pengajaran Balitbang Diklat Kumndil
Kasubid Fasililtas Dillat (Pusdiklat Menpim)

Kasubid Pengajaran (Pusdiklat Mempim)

Rp 7.995.000 Min IVA. Kasubbag Tata Usaha Kepaniteraan
Koordinator HAKI Kepaniteraan
Koordinator PHI Kepaniteraan
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itrase Kepaniteraan

Koordinator Pilkada & Parpol Kepaniteraan

Koordinator Kasasi PK. Perdata Agama Kepaniteraan

Koordinator Kasasi Pidana Militer Kepaniteraan

Koordinator PK/Grasi Pidana Militer Kepaniteraan

Kasubbag Kepegawaian Kepaniteraan

Kasubbag Tata Usaha (Biro Perenc. & Org.) BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Keuangan) BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Perlengkapan) BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Hukum & Humas) BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Kepegawaian) BUA

Kasubbag Pemberhentian & Pensiun I A BUA

Kasubbag Pemberhentian & Pensiun I B BUA

Kasubbag Pemberhentian & Pensiun I BUA

Kasubbag Evaluasi BUA

Kasubbag Keamanan Lingkungan BUA

Kasubbag Keamanan Khusus BUA

Kasubbag Agenda & Pengiriman BUA

Kasubbag Penyimpanan & Pendistribusian BUA

Kasubbag Rohani & Sosial BUA

Kasubbag Kesehatan & Kesejahteraan BUA

Kasubbag Pengembangan Sistem Aplikasi BUA

Kasubbag Pengembangan Teknologi Informasi BUA

Kasubbag Bimbingan Teknis BUA

Kasubbag Pengadaan Penghapusan BUA

_{Kasubbag Umum Kepegawaian Ditjen Badilum

Kasubbag Mutasi (I{epegawaian) Ditjen Badilum

Kasubbag Pemberhentian & Pensiun Ditjen Badilum

Kasubbag Dokumentasi & Informasi Ditjen Badilum

JCasubbag Rumah Tangga Ditjen Badilum

Kasi Tata Naskah (Hakim) Ditjen Badilum

Kasi Tata Naskal (Panitera & Jurusita) Ditjen Badilum

Kasubbag TU (Dir. Binganis Peradilan Umum) Ditjen Badilum

Kasubbag TU { Dir. Pemb.Adm, Peradilan Umum) Ditjen Badilum

Kasubbag TU (Dir. Pratalak Perkara Perdata) Ditjen Badilum

Kasubbag TU (Dir. Pratalak Perkara Pidana) Ditjen Badilum

Kasi Arsip & Dokumentasi Ditjen Badilum

Kasi Dokumentasi & Wilayah Hukum Ditjen Badijum

Kasi Grasi Ditjen Badilum

Kasi Peningkatan Mutu Hakim Ditjen Badilum

10




KETUA MAHKAMAM AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 128/KMA/SK/VIIL/2014
Tanggal : g Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
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Kasi Evaluasi & Rasionalisasi Ditjen Badilum

Kasi Tata Persidangan Ditjen Badilum

Kasi Tata Pelayanan Peradilan Ditjen Badilum

Kasi Sarana Kerja Pengadilan Ditjen Badilum

Kasi Bimbingan I Ditjen Badilum

Kasi Bimbingan II Ditjen Badilum

Kasi Monitoring & Evaluasi Ditjen Badilum

Kasi Statistik Ditjen Badilum

Kasubbag Perlengkapan Ditjen Badilum

Kasi Adm. Bekas Perkara PK Ditjen Badilum
Kasubbag Umum Kepegawaian Ditjen Badilag
Kasubbag Mutasi (Kepegawaian) Ditjen Badilag
Kasubbag Pemberhentian & Pensiun Ditjen Badilag
Kasubbag Dokumentasi & Informasi Ditjen Badilag
Kasubbag Rumah Tangga Ditjen Badilag

Kasubbag TU ( Binganis Peradilan Agama) Ditjen Badilag
Kasi Tata Naskah (Hakim) Ditjen Badilag

Kasi Tata Naskah (Panitera & Jurusita) Ditjen Badilag
Kasi Arsip & Dokumentasi Ditjen Badilag

Kasubbag TU ( Dir. Pemb. Adm. Peradilan Agama) Ditjen Badilag
Kasi Dokumentasi & Wilayah Hukum Ditjen Badilag
Kasubbag TU (Dir. Perdata Agama) Ditjen Badilag
Kasi Penelaahan PK Perdata Agama Ditjen Badilag
Kasi Adm. PK Perdata Agama Ditjen Badilag

Kasi Pengkajian Syari'ah & Rukyat Ditjen Badilag
Kasi Kodifikasi & Yurisprudensi Ditjen Badilag
Kasubbag Perlengkapan Ditjen Badilag

Kasi Tata Persidangan Ditjen Badilag

Kasi Pelayanan Peradilan Ditjen Badilag

Kasi Sarana Kerja Pengadilan Ditjen Badilag’

Kasi Bimbingan I Ditjen Badilag

Kasi Bimbingan IT Ditjen Badilag

Kasi Monitoring & Evaluasi Ditjen Badilag

[ asi Statistik Ditjen Badilag

Kasi Evaluasi & Pengendalian Ditjen Badilag

Kasi Dokumentasi Pelayanan Hakim Ditjen Badilag
Kasi Peningkatan Mutu Hakim Ditjen Badilag

Kasi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita Ditjen Badilag
Kasi Evaluvasi dan Rasionalitas Ditjen Badilag
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Kasubbag Mutasi (Kepegawaian) Ditjen Badimiltun

Kasubbag Pemberhentian & Pensiun Ditjen Badimiltun

Kasubbag Dokumentasi & Informasi Ditjen Badimiltun

Kasubbag TU ( Sekr. Ditjen Badimiltun) Ditjen Badimiltun

Kasubbag Rumah Tangga Ditjen Badimiltun

Kasubbag TU (Dir, Binganis Adm. Dilmil)} Ditjen Badimiltun

Kasi Mutasi Hakim (Dilmil) Ditjen Badimiltun

Kasi Mutasi Panitera & Jurusita (Dilmil) Ditjen Badimiltun

Kasubbag TU (Dir. Binganis Peradilan TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Mutasi Hakim (TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Mutasi Panitera & Jurusita (TUN) Ditjen Badimiltun

Kasubbag TU (Dir. Pratalak Perkara Pidmil) Ditjen Badimiltun

Kasubbag TU (Dir. Pratalak Perkara TUN) Ditjen Badimiliun

Kasi Adm. Peninjauan Kembali Ditjen Badimiltun

Kasi Grasi Ditjen Badimiltun

Kasi Adm. Berkas Perkara PK. & Grasi Ditjen Badimiltun

Kasi Penelaahan Berkas Perkara PK (TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Adm. Berkas Perkara PK (TUN) Ditjen Badimiltun

K asi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak Ditjen

Kasubbag TU Dir Pranata TUN Ditjen Badimiltun

Kasubbag Umum Kepegawaian Badan Pengawasan

Kasubbag Mutasi Badan Pengawasan

Kasubbag Pemberhentian & Pensiun Badan Pengawasan

IKasubbag Dokumentasi & Informasi Badan Pengawasan

Kasubbag Rumah Tangga Badan Pengawasan

Kasubbag TU Inspektorat Wil I Badan Pengawasan

Kasubbag TU Inspektorat Wil II Badan Pengawasan

Kasubbag TU Inspektorat Wil III Badan Pengawasan

Kasubbag TU Inspektorat Wil IV Badan Pengawasan

Kasubbag TU ( Kapusdiklat Teknis Peradilan)

Kasubbag Kepegawaian Balitbang Diklat Kumdil

Kasubbag TU (Kapuslitbang Kuindil)

Kasubid Publikasi (Puslitbang Kumdil)

Kasubbag TU (Kapusdiklat Menpim)

[Kasubid Evaluasi (Puslitbang Kumdil)

Kasubbag Kerjasama (Puslitbang Kumndil)

17 Rp 7.663.000 Max I
Rp 7.082.000 Med
Rp 6.501.000 Vlin
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16 Rp 5.921.00
Rp  5.691.000 | Med
Rp  5.461.000 Min
15 Rp 5.232.000 Max
Rp 4.969.000 Med
Rp 4.707.000 Min
14 Rp 4.444.000 Max
Rp 4.148.000 Med
Rp 3.852.000 Min
13 Rp 3.555.000 Max IVid  |Staf Golongan IV/d Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
: ' Kumdii :
Rp 3.499.000 Med IV/e  [Staf Golongan IV/e chaniieraam, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen

‘ Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat

‘ Kumdil
Rp 3.442.000 Min Wi |IStaf Golongan IV/b Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil
12 Rp 3.386.000 Max IV/a |Staf Golongan IV/a Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil :
Rp 3.332.000 Med Nl |Staf Golongan III/d Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil
Rp 3.279.000 Min Ilfe  IStaf Golongan Ill/c Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Dikiat
Kumdil
11 Rp 3.225.000 Max /b [Staf Golongan ITI/b Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil :

Rp 3.174.000 Med

Rp 3.123.000 Min
10 Rp 3.072.000 Max M/a IStaf Golongan 1ll/a Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat

Kumdil

Rp 3.023.000 Med
Rp  2.974.000 | Min
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DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAIINYA

I1sTiss <
¥ ahifi .:@ . ¥
R E [ A i i1

Rp 2.925.000 Max Staf Golongan Il/d Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiitun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil

Rp  2.879.000 | Med

Rp 2.832.000 Min . .

Rp 2.786.000 Max IWe  |Staf Golongan Il/c Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Dik]at
Kumdil

Rp 2.759.000 Med

Rp 2.732.000 Min .

Rp 2.705.000 Max /b |Staf Golongan II/b Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil

Rp 2.646.000 Med

Rp 2.587.000 Min

Rp 2.528.000 Max I/a  |Staf Golongan II/a Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil

Rp 2.473.000 Med

Rp 2.418.000 Min

Rp 2.363.000 Max ' I/a  |Staf Golongan I/ Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil '

Rp 2.311.000 Med

Rp 2.259.000 Min

Rp 2.208.000 Max Ifc Staf Golongan I/c Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil

Rp 2.160.000 Med

Rp 2.112.000 Min

Rp  2.064.000 | Max _ -

Rp 2019000 | Med I

Rp 1.974,000 Min

Rp 1.929.000 Max Vb Staf Golongan I/b Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Kumdil

Rp 1.887.000 Med .

Rp 1.845.000 Min

14



KETUA MAHKAMAII AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014
Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RX DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

il @j{», i T )5
#ﬁi%‘i;‘ﬂ AR

Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat

Kumndil
Rp 1.761.000 Med
Rp 1.719.000 Min
22 Rp_ 14.931.000 Max
Rp 14.359.000 Med
Rp  13,788.000 Min
2 Rp  13.216.000 Max
Rp  12,707.000 Med :
Rp 12.199.000 Min Utama (Widyaiswara, Dokter Umum/Dokter Gigi, Auditor,
Peneliti, Perencana, Penterjemah)
20 Rp 11,690,000 Max
Rp  11.055.000 Med
Rp  10.420.000 Min
19 Rp  9.569.000 Max Madya ( Widyaiswara, Dokter Umum/Dokter Gigi, Auditor)
Rp 0.266.000 Med
Rp 8.962.000 Min
18 Rp 8.659.000 Max Utama (Pranata Komputer), Madya (Peneliti, Perencana,
Penterjemah)
Rp 8.327.000 Med
Rp 7.995.000 Min
17 Rp 7.663.000 Max Muda ( Widyaiswara , Dokter Umum/Dokter Gigi, Auditor)
Rp 7.082.600 Med
Rp 6.501.000 Min Pertama ( Widyaiswara, Dokter Umum/Dokter Gigi, Auditor)
16 Rp 5.921.000 Max Madya (Pranata Komputer)
Rp 5.691.000 Med
Rp 5.461,000 Min Muda (Perencana, Penterjemah), Utama (Arsiparis, Pustakawan),
15 Rp 5.232.000 Max Madya (Analis Kepegawaian)
Rp 4.969.000 Med Mu-d.a (P.ranata Komputer, Peneliti, Analis Kepegawaian), Madya
(Arsiparis, Pustakawan)
Rp 4.707.000 Min Pelit#%ma_ .(Pranata Komputer, Perencana, Penterjemah), Muda
{Arsiparis, Pustakawan)
14 Rp 4.444.000 Max Pertama (Arsiparis, Pustakawan)
Rp 4.148.000 Med
Rp 3.852.000 Min Penyelia (Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan), Pertama

(Peneliti, Analis Kepegawaian)
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3.555..0.00

13 Penyeha (Anahs Kepegawalan)
Rp 3.499.000 Med :
Rp 3.442.000 Min
12 Rp 3.386.000 Max
Rp 3.332.000 Med :
Rp 3.279.000 Min Pelaksana Lanjutan Analis Kepegawaian)
11 Rp 3.225.000 Max Pelaksana (Analis Kepegawaian )
Rp 3174000 | Med :
Rp.  3.123.000 Min
10 Rp 3.072.000 Max
L Rp 3.023.000 Med
Rp 2.974.000 Min :
9 Rp 2.925.000 Max Pelaksana Lanjutan (Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan )
Madya {Perawat/Perawat Gigi)
L Rp 2.879.000 Med
Rp’ 2.832.000 Min Pelaksana (Arsiparis, Pustakawan)
8 Rp 2.786.000 Max Pelaksana (Pranata Komputer ), Muda (Perawat/Perawat Gigi)
: ) Rp 2.759.000 Med Penyelia (Perawat/Perawat Gigi)
Rp  2.732.000 | Min
7 Rp 2.705.000 Max Pertama (Perawat/Perawat Gigi )
Rp 2.646.000 Med Pelaksana Lanjutan (Perawat/Perawat Gigi )
Rp 2.587.000 Min ‘
6 Rp 2.528.000 Max Pelaksana (Perawat/Perawat Gigi )
Rp 2.473.000 Med
Rp 2.418.000 Min
5 Rp 2.363.000 Max
Rp 2.311.000 Med
Rp 2.259.000 Min .
23 Rp  16.870.000 Max II Panitera/Sekretaris/Ka.Tera Pengadilan Tk. Banding
Rp 16224000 Med
Rp 15.577.000 | Min
22 Rp  14.931.000 Max
| Rp_ 14.359.000 Med "
Rp  13.788.000 Min
21 Rp  13.216.000 Max .
Rp  12.707.000 Med [
Rp  12.199.0060 Min

16



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 128/KMB/SK/VIII/2014
Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
- DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

S

3 Al RIAL P
ST AR ST A ARl b AN it A

Pa Tera Pengadilan Kelas I A Kh
I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN,

Wapan/Wasel/Ka, Taud Pengadilan Tk. Banding

Rp  11.055.000 Med
Rp  10.420.000 Min
19 Rp 9.569.000 Max Wapan/Wasek/Ka. Taud Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I
A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN
Rp 9.266.000 Med
Rp 8.962.000 Min
18 Rp 8.659.000 Max
Rp 8.327.000 Med Panitera Muda Pengadilan Tk. Banding,
Panitera/Sekretaris/Ka.Tera Pengadilan Kelas IB & Kelas II
Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN
Rp 7.995.000 Min Panitera Muda Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas1 A
' Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Wapan/Wasek/Ka.
Taud Pengadilan Kelas IB & Kelas Il Pengadilan Negeri, Agama,
Militer & TUN '
17 Rp 7.663.000 Max Panitera Pengganti/Kasubbag Pengadilan Tk. Banding
Rp 7.082.000 Med Panitera Pengganti/Kasubbag Pengadilan Kelas I A Khusus &
Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN
Rp 6.501.000 Min Panitera Muda Pengadilan Kelas I B & Kelas II Pengadilan
Negeri, Agama, Militer & TUN
16 Rp 5.921.000 |  Max
Rp 5.691.000 Med
Rp 5.461.000 Min Panitera Pengganti/Kasubbag/Kaur Pengadilan Kelas IB & Kelas
I Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN :
15 Rp 5,232,000 Max
Rp 4.969.000 Med
Rp  4.707.000 | Min
14 Rp 4,444,000 Max
Rp 4.148.000 Med
Rp 3.852.000 Min
13 Rp 3.555.000 Max . L ‘
Rp_ 3.499.000 | Med -
Rp 3.442.000 Min
12 Rp 3.386.000 Max _|_ v |Staf Gol IV/b Pengadilan Tk. Banding
Rp 3.332.000 Med 1V/a - IV/b|Staf Gol IV/a Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol IV/b Pengadilan

Kelas I A Khusus & Kelas [ A Pengadilan Negeri, Agama, Militer

& TUN
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3 279 000

Min

III/d IVII)

Staf Gol III/d Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol IV/a Pengadtlan
Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer
& TUN, Staf Gol IV/b Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan
Negeri, Agama, Militer & TUN

11

3.225.000

Max

IIlfe - IV/a

Negeri, Agama, Militer & TUN

Staf Gol IIl/c Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol 1II/d Pengadilan
Kelas T A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer
& TUN, Staf Gol I'V/a Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan

Rp

3.174.000

Med

/b - I/d| Staf Gol I1I/b Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol I11l/c Pengadilan
Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer

Negeri, Agama, Militer & TUN

& TUN, Staf Gol TII/d Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan

3,123.000

Min

/b - HIfe|Staf Gol I1I/b Pengadilan Kelas I A Khusus & KelasIT A
Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Staf Gol IIl/c
Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama,
Militer & TUN

10

3.072.000

Max

1iI/a - I/

Negeri, Agama, Militer & TUN, Staf Gol III/b Pengadilan Kelas
IB & Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN

Juru Sita Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan

Rp

3.023.000

Med

Il/a  IStaf Gol ITl/a Pengadilan Tk. Banding

Rp

2.974.000

Min

IlVa - /b | Staf Gol II1/a Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A
Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Juru Sita Pengadilan
Kelas 1B & Kelas IT Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN

Rp

2,925.000

Max

/e - Ml/a | Juru Sita Pengganti Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas [ A

Pengadilan Kelas IB & Kelas IT Pengadilan Negeri, Agama,

Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Staf Gol IIl/a

Militer & TUN

Rp

2.879.000

Med

Ii/d

Staf Gol II/d Pengadilan Tk. Banding

2.832.000

Min

e -11/d [Staf Gol II/d Pengadilan Kelas I A Khuosus & Kelas T A
Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, Juru Sita Pengganti

Pengadilan Kelas IB & Kelas I Pengadilan Negeri, Agama,
Militer & TUN

Rp

2.786.000

Max

e -1/d |Siaf Gol I1I7d Pengadilan Kelas 1B & Kelas II Pengadilan Negeri,

Agama, Militer & TUN S

-Rp

2.759.000

Med

H/c

Staf Gol lI/c Pengadilan Tk. Banding

2.732.000

Min

We 1Staf Gol ll/c Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A P_engadilag
Nepgeri, Agama, Militer & TUN

18



. KETUA MANKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran' Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R1

Nomor : 128/KkMA/SK/VIIL/2014
Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

- uﬁ?’?f‘['# ) ,l&‘ L3 s ik
raiRap B A ! mgwg it ,;} s
?‘i-"» i 'w@i w "“ i ot W:'" It ‘Z" : 'PJ 4 ol ‘ Rty ey J"!‘: i E ?*& 3"}-;&
AR IR R T e | Sl

7} Rp__ 2.705.000
Rp 2.646.000
Rp ___ 2.587.000
Rp _2.528.000
Rp  2.473.000
Rp  2.418.000

Staf Gol II/b Pengadilan Tk. Banding .
Staf Gol II/b Pengadilan Kelas T A Khusus & Kelas I A

Staf Gol II/b Pengadilan Kelas IB & Kelas 1l Pengadilan Negeri,
Staf' Gol II/a Pengadilan Tk. Banding

Staf Gol Il/a Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A. Pengadilan

Negeri, Agama, Militer & TUN

5 Rp 2.363.000 Max W 1Staf Gol Il/a Pengadilan Kelas IB & Kelas IT Pengadilan Negeri,
. M| Agama, Militer & TUN )
L Rp 2.311.000 Med Ird _ |Staf Gol I/d Pengadilan Tk. Banding
Rp 2.259.000 Min Id  IStaf Gol I/d Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan
: Negeri, Agama, Militer & TUN
4 Rp 2.208.000 Max ¥d  |Staf Gol I/d Pengadilan Kelas IB & Kelas 1l Pengadilan Negeri,
I P Agama, Militer & TUN o
i | Rp 2,160.000 Med ) /e |Staf Gol I/c Pengadilan Tk. Banding
Rp 2.112.000 Min Ife Staf Gol I/c Pengadilan Kelas T A Khusus & Kelas T A Pengadllan
' Negeri, Agama, Militer & TUN
3 Rp 2.064.000 Max Ve  |Staf Gol I/c Pengadilan Kelas IB & Kelas il Pengadilan Negeri,

) Agama, Militer & TUN N

Rp_ 2.019.000 | Med o
Rp 1.974,000 Min
2 _|Rp_ 1.929.000| Max _
Rp 1.887.000 Med Wb |Staf Gol I/b Pengadilan Tk, Banding
Rp 1.845.000 Min I/b Staf Gol /b Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas 1 A Pengad]lan
Negeri, Agama, Militer & TUN, Staf Gol I/b Pengadilan Kelas IB
& Kelas Il Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN

JA P Rp | 1.803.000 | Max

Rp 1.761.900 Med I/a  |Staf Gol I/a Pengadilan Tk. Bﬁnding, Staf Gol 1/a Pengadilan
Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer
— o &ToN
Rp 1.719.000 Mm I/a Staf Gol I/a Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan Negen
‘ cama, Militer & TUN




